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Abstrak

Fenomena pengembangan pariwisata berbasis syariah kini telah menjadi keharusan bagi masyarakat 
Indonesia dan bahkan untuk masyarakat global. Oleh karena itu, dibutuhkan sedikitnya dua aturan 
yang mengaturnya. Kedua aturan tersebut berkaitan dengan syariah normatif dan peraturan yang 
mengatur implementasi secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan 
pariwisata halal di Indonesia dalam hal Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) dan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini adalah tinjauan konseptual yang menggunakan 
metode penelitian literatur yang bersumber dari jurnal otoritatif, buku dan dokumen dan masih 
relevan dengan studi pariwisata halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah besar 
permintaan publik untuk kunjungan pariwisata halal di Indonesia mengakibatkan perlunya regulasi 
normatif dan positif yang mengatur. Akhirnya, MUI mengeluarkan dan menetapkan nomor fatwa: 
108 / DSN-MUI / IX / 2016 mengenai implementasi pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan 
Nomor Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat. 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Secara 
keseluruhan, indikator pariwisata halal sesuai dengan Nomor Fatwa DSN-MUI:   108 / DSN-MUI 
/ X / 2016 dan Nomor Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat. 2 2016 Kontennya hampir sama 
dan saling terkait satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah dalam penggunaan istilah 
“pariwisata syariah” dalam fatwa DSN-MUI sementara konten dalam peraturan regional (PERDA) 
menggunakan istilah “pariwisata halal”.
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Abstract

The phenomenon of sharia-based tourism development has now become a necessity for the 
people of Indonesia and even for the global community. Therefore, we need rules and regulations 
that govern them, both rules relating to normative sharia and regulations governing legal 
implementation. The purpose of this study is to describe halal tourism in Indonesia in terms 
of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and 
Government Regulations. This research is a conceptual review that uses literature research methods 
sourced from authoritative journals, books and documents and is still relevant to the study of 
halal tourism. The results of the study indicate that a large number of public requests for halal 
tourism visits in Indonesia result in the need for normative and positive regulations that regulate. 
Finally, the MUI issued and determined the fatwa number: 108 / DSN-MUI / IX / 2016 regarding 
the implementation of tourism based on sharia principles and the West Nusa Tenggara Regional 
Regulation Number. 2 of 2016 concerning halal tourism. Overall, the halal tourism indicators are 
in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number: 108 / DSN-MUI / X / 2016 and the West Nusa 
Tenggara Regional Regulation Number. 2 2016 The content is almost the same and interrelated 
with each other. The only difference is in the use of the term “sharia tourism” in the DSN-MUI 
fatwa while the content in regional regulations (PERDA) uses the term “halal tourism”.

Keywords: DSN-MUI FATWA; Regional Regulations; Halal tourism; Indonesia

Pendahuluan 
Proyeksi populasi baru oleh penelitian tentang 

agama & forum kehidupan publik memperkirakan 
bahwa populasi Muslim dunia akan meningkat 
sekitar 35% dalam 20 tahun ke depan, naik 
dari 1,6 miliar pada 2010 menjadi 2,2 miliar 
pada tahun 2030 (RRC-FLP, 2011; CCD , 2016). 
Sementara Muslim di Asia telah mencapai lebih 
dari dua pertiga dari populasi Muslim dunia yang 
tinggal di benua ini. Populasi Asia meningkat dari 
1,4 miliar pada tahun 1950 hingga 4,7 miliar 
pada tahun 2020, persentase umat Islam di Asia 
meningkat dari 23% pada tahun 1950 hingga 
31% pada tahun 2020, yang berjumlah lebih dari 
satu persen per dekade (Ketani, 2010). Bahkan 
data terbaru menunjukkan bahwa umat Islam 
mengalami peningkatan pesat dalam populasi 
dunia, dan Indonesia mengalami tingkat yang 
lebih cepat daripada populasi Muslim di dunia 
antara tahun 1950 dan 2050 (Kettani, 2014). Saat 
ini, Indonesia adalah negara mayoritas Muslim 
terbesar di dunia dan Indonesia memiliki populasi 
Muslim terbesar dibandingkan dengan negara lain.

Berdasarkan data di atas, kondisi pasar global 
ketika didasarkan pada kebutuhan dan preferensi 
sekitar 1,6 miliar Muslim di seluruh dunia telah 
muncul sebagai arena komersial yang kuat. Ini 
menciptakan peluang bagi perusahaan, terutama 
di pasar berkembang untuk memanfaatkan pasar 
produk halal (González, 2015). Oleh karena 
itu, industri halal telah menarik banyak negara 
seperti Thailand, Singapura dan Filipina yang 

mengetahui perkembangan produk halal. Negara-
negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia 
juga berebut untuk mengambil kesempatan ini 
untuk menjadi produsen produk halal (Tawil et 
al., 2015). Pasar besar ini untuk pariwisata halal 
termasuk Bahrain, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, 
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Indonesia, 
Brunei dan pelancong Muslim dari Asia Selatan, 
Eropa, Amerika Serikat dan Inggris (Mohsin et 
al. , 2016).

Selama beberapa dekade terakhir, konsep 
Halal hanya menjadi perhatian bagi umat Islam, 
tetapi sekarang konsep Halal telah menjadi 
perhatian global di semua bisnis dan sektor 
industri (Elias et al., 2016). Perhatian publik 
terhadap produk halal ini menunjukkan bahwa ada 
kesadaran yang lebih besar di antara umat Islam 
tentang perlunya produk halal. Contoh yang baik 
untuk meningkatkan kesadaran konsumen adalah 
penjualan tahunan yang cepat dari makanan halal 
di seluruh Rusia dan meningkatnya permintaan 
untuk produk halal antara 30% dan 40% setiap ta-
hun. Oleh karena itu, tidak ada keraguan jika saat 
ini semua pihak melihat halal sebagai sarana po-
ten sial untuk merangsang perekonomian me lal ui 
ekspor nilai tambah, perdagangan dan pariwisata. 
Kesadaran tentang konsep halal meningkat, dan 
perusahaan merespons dengan cepat terhadap 
kebutuhan konsumen ini, keduanya untuk produk 
atau layanan (Baharuddin et al., 2015).

Pengeluaran Muslim pada sektor-sektor ini 
telah meningkat di masa lalu karena beberapa 
pendorong utama pertumbuhan demografis, 
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pertumbuhan ekonomi Islam, gaya hidup dan 
praktik bisnis dan fokusnya pada orientasi halal. 
Data dari keadaan ekonomi Islam global 2017-
2018 menyatakan bahwa tren bisnis halal saat ini 
terus menunjukkan kemajuan, termasuk bisnis di 
sektor pangan halal (makanan halal), perjalanan 
halal (perjalanan halal), media halal dan rekreasi 
(media halal dan Rekreasi), Farmasi Halal dan 
Kosmetik (Halal Pharmaceuticals and Cosmetics) 
(Dinarstandard, 2018). Sekarang ketika seseorang 
berbicara tentang halal, itu tidak hanya merujuk 
pada makanan, tetapi juga semua hal dalam 
kehidupan sehari-hari. Halal mencakup semua 
aspek kehidupan manusia tanpa kecuali. Seorang 
Muslim berkewajiban untuk memastikan status 
hukum makanan apa pun sebelum memakannya 
(Tawil et al., 2015). Demikian juga, jika dia ingin 
bepergian, pariwisata halal adalah tur yang 
diizinkan oleh syariah untuk dikunjungi sementara 
pariwisata terlarang melanggar hukum.

Sektor pariwisata halal kini telah menjadi tren 
dan keharusan bagi negara-negara Muslim dan 
non-Muslim. Pariwisata halal adalah segmen pasar 
yang berkembang pesat tidak hanya di negara-
negara Muslim tetapi secara global. Dengan 
fenomena yang tumbuh ini, dikombinasikan 
dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di 
seluruh dunia, beberapa negara non-Muslim juga 
telah memulai berbagai strategi untuk menda pat 
man faat dari pariwisata halal. Di Jepang, misal-
nya, sudah mulai terlihat menarik bagi para wisa-
ta wan dari negara-negara Muslim terutama dari 
negara-negara Asia Tenggara untuk mengunjungi 
Jepang. Jepang telah menyediakan kamar sholat 
di bandara-bandara besar, dan beberapa restoran 
sekarang menyajikan makanan halal. Beberapa 
rantai restoran di Inggris, seperti KFC dan kereta 
bawah tanah juga menawarkan makanan halal 
kepada pelanggan Muslim mereka. Sementara itu, 
Otoritas Pariwisata Thailand telah meluncurkan 
aplikasi pariwisata Muslim yang disebut “Thailand 
Muslim Friendly”. Ini dapat diunduh melalui 
Apple Store dan Google Play untuk membantu 
wisatawan Muslim menemukan restoran dan 
hotel halal, serta ruang sholat di negara-negara 
yang mereka kunjungi (Vulcan Post, 2019). Turki 
memprioritaskan strategi pariwisata sampai 2023, 
untuk mengembangkan pariwisata kesehatan dan 
termal, pariwisata musim dingin, pariwisata golf, 
pariwisata laut, ekowisata, pariwisata dataran 
tinggi dan pariwisata alternatif, yaitu pariwisata 
halal. Mengingat budaya dan aspek agama Turki 
saat ini, pariwisata halal adalah jenis pariwisata 
alternatif sebagai diversifikasi kegiatan pariwisata 

alternatif disertai dengan layanan berkualitas 
yang baik (Pamukçu dan Arpaci, 2016). Pada 
akhir 2013 Dubai telah memberikan titik fokus 
pada industri halal untuk semua proyek ekonomi 
Islam mulai dari keuangan Islam dan produk halal 
hingga pariwisata yang ramah keluarga, ekonomi 
digital, desain dan informasi Islam, dan sertifikasi 
(ITC, 2015).

Pariwisata halal telah menjadi tren baru di 
dunia global, yang termotivasi oleh meningkatnya 
jumlah pengunjung Muslim, yang terus meningkat 
setiap tahun (COMCEC, 2016). Indonesia sebagai 
negara dengan populasi Muslim terbesar di 
dunia juga menyetujui pentingnya pertumbuhan 
ekonomi baru melalui sektor pariwisata halal 
(Andriani, 2015). Pengeluaran pariwisata Muslim 
Indonesia mencapai $ 9,7 miliar per tahun. 
Permintaan eksternal untuk sektor pariwisata 
Indonesia juga meningkat (Breuer et al., 2018). 
Pada tahap internasional, Indonesia menempati 
peringkat keempat dalam “10 perjalanan halal 
teratas” yang memperhatikan sektor pariwisata 
halal dalam pembangunan ekonominya. Indonesia 
menyadari potensinya sebagai tujuan utama 
bagi wisatawan Muslim, didukung oleh upaya 
substansial untuk mengembangkan pariwisata 
halal, tercermin dalam skor ekosistem yang tinggi, 
serta peningkatan substansial dalam diskusi media 
tentang pariwisata halal. Karena perilaku mencari 
informasi melalui media di antara keluarga Muslim 
juga memengaruhi keputusan perjalanan (Yusoff 
& Adzharuddin, 2017).

Fenomena sosial pariwisata halal kini 
telah menjadi perkembangan baru di industri 
pariwisata baik di dalam negeri maupun di 
luar negeri. Namun, masih ada masalah dalam 
praktiknya, yaitu kurangnya standar perjalanan 
halal universal dapat menyebabkan kebingungan 
yang berkelanjutan di kalangan konsumen 
(terutama wisatawan Muslim) dan industri. 
Kurangnya aturan dan peraturan yang jelas 
dapat mengarah ke Mafsadat dan Madharat 
dalam Manajemen (Negara Bagian Ekonomi 
Islam Global 2017/2018). Keragaman dan 
fragmentasi industri pariwisata adalah salah 
satu masalah utama dalam mengukur dampak 
ekonomi dari pariwisata itu sendiri (Theobald 
2005). Ada beberapa ambiguitas sehubungan 
dengan interpretasi konsep pariwisata halal, 
yang memengaruhi pendekatan implementasinya 
(Muhamad et al., 2017). Misalnya, temuan empiris 
Islam dan Kärkkäinen (2013) menunjukkan bahwa 
kebutuhan dan tuntutan wisatawan Muslim secara 
keseluruhan harus dianggap sebagai kebutuhan 
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halal yang berakar pada gaya hidup Muslim. 
Temuan ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan 
makanan halal, ruang doa di fasilitas akomodasi, 
lingkungan khusus untuk wanita seperti spa dan 
kolam renang terpisah adalah beberapa kebutuhan 
halal yang mendesak yang belum ditemukan dan 
dipenuhi.

Pariwisata juga dianggap oleh beberapa orang 
untuk menjadi berbahaya bagi lingkungan karena 
membutuhkan pembangunan bangunan tambahan 
dan kegiatan lain yang akan menghasilkan 
polusi. Beberapa sarjana Islam khawatir tentang 
keberadaan pariwisata karena mereka berpikir 
bahwa itu akan mengarah pada pertukaran atau 
pencampuran berbagai tradisi budaya, nilai-
nilai, kepercayaan dan sikap. Oleh karena itu, 
mereka menentang hal-hal seperti itu agar tidak 
mengikis nilai-nilai dan budaya Islam (Sanad, et 
al., 2010: 21). Intinya, industri pariwisata selalu 
dipengaruhi oleh agama, terutama Islam, karena 
aturan dan peraturan khususnya (Namin, 2012). 
Agama telah lama dikenal sebagai faktor yang 
berpengaruh dalam pariwisata, terutama yang 
terkait dengan pariwisata halal (Idul Fitri & El-
Gohary, 2014). Pengaruh agama pada pergerakan 
wisatawan adalah fakta yang tak terbantahkan 
(Mansouri, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, industri pariwi-
sata halal (industri pariwisata halal) muncul 
sebagai sub-sektor baru di industri pariwisata 
global (Suharko, et al., 2018). Penyediaan barang 
dan jasa halal harus disertai dengan sertifikasi 
halal yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui 
Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian 
Agama Republik Indonesia di mana fatwa 
dikeluarkan oleh Dewan Ulama Indonesia (MUI). 
Fatwa dapat memberikan solusi untuk fenomena 
sosial terbaru yang terjadi di masyarakat (Fariana, 
2017). Keberadaan MUI dianggap sangat penting, 
yaitu pada posisi pemberian fatwa. Dalam praktik 
industri halal, Fatwa MUI menjadi referensi hukum 
dalam meneliti dan mensertifikasi halal produk-
produknya.

Jika dilihat dari perspektif hukum positif, 
fatwa memang tidak mengikat tetapi mengikat 
adalah norma, yang sering digunakan sebagai 
norma hukum yang kemudian ditentukan oleh 
negara (Mulyati, 2019). Sebagaimana dinyatakan 
oleh Johar (2019), meskipun Fatwa MUI tidak 
berada dalam posisi yang sama dengan hukum 
positif yang telah mengikat daya untuk semua 
warga negara, tetapi Fatwa MUI dapat atau 
dapat memiliki kekuatan yang mengikat setelah 
ditransformasikan menjadi peraturan hukum, 

The Fatwa juga dapat diubah menjadi peraturan 
pemerintah (PP) atau peraturan regional (PERDA) 
di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota 
(Johar, 2019). Seperti munculnya fatwa Badan 
Syariah Nasional - Majlis Ulama Indonesia Nomor: 
108 / DSN-MUI / X / 2016 tentang Pedoman 
Pengorganisasian Pariwisata Berdasarkan Prinsip 
Syariah dan Peraturan Daerah Nusa Tenggara 
Barat Nomor 2 Tahun 2016 Mengenai Pariwisata 
Halal. Karena perkembangan pariwisata halal 
di NTB terus mengalami peningkatan yang 
signifikan, terutama setelah provinsi NTB didirikan 
sebagai tujuan pariwisata halal di Indonesia 
pada tahun 5015. Ini mendorong pemerintah 
daerah NTB untuk mengatur praktik pariwisata 
halal melalui Nomor Perda. 2 tahun tentang 
pariwisata halal yang dikeluarkan pada 2016, 
dan NTB menjadi wilayah atau provinsi pertama 
di Indonesia untuk memiliki peraturan pariwisata 
halal. Selain dimaksudkan sebagai pedoman 
bagi manajer pariwisata dalam menyediakan 
layanan pariwisata halal kepada wisatawan, tetapi 
juga dimaksudkan untuk memberikan layanan 
keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan 
sehingga mereka dapat menikmati kunjungan 
wisata yang aman dan halal (Fahham, 2017: 
73). Peringkat Pemerintah Aceh berusaha untuk 
mewujudkan pariwisata halal di daerah mereka, 
tetapi Aceh belum mengeluarkan peral (Qanun) 
pariwisata halal (Saleh & Anisah, 2019). Tidak 
seperti NTB, yang sudah memiliki peraturan 
pariwisata halal. Oleh karena itu, selain peraturan 
daerah, perubahan sosial sebagai akibat dari 
dinamika budaya seperti lingkungan pariwisata 
halal saat ini membutuhkan peran ulama untuk 
menerjemahkan transformasi sosial budaya ke 
dalam fatwa.

Berdasarkan latar belakang yang telah 
dijelaskan di atas, studi tentang pariwisata halal 
di Indonesia, dalam perspektif DSN-MUI Fatwa 
dan Perda sangat penting untuk dilakukan dan 
memiliki nilai strategis dalam mengeksplorasi dan 
menemukan standardisasi indikator pariwisata 
alternatif yang Sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an 
dan mendukung pengembangan pariwisata ber-
ke lan jutan melalui pariwisata halal di Indonesia.

Metode
Penelitian ini adalah penelitian konseptual 

yang menggunakan metode penelitian literatur 
yang bersumber dari jurnal otoritatif, buku 
dan dokumen dan masih relevan dengan studi 
pariwisata halal.
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Hasil dan Pembahasan
Saat ini pariwisata telah tumbuh secara 

signifikan dalam kepentingan ekonomi dan sosial. 
Sektor ekonomi yang paling cepat berkembang di 
sebagian besar negara industri dalam beberapa 
tahun terakhir ada di sektor jasa. Salah satu 
segmen terbesar dari industri jasa, meskipun 
sebagian besar tidak diakui sebagai entitas di 
beberapa negara ini, adalah perjalanan dan 
pariwisata (Theobald, 2005). Oleh karena itu, 
pariwisata secara langsung atau tidak langsung 
berada di garis depan dalam penciptaan komunitas 
global (Chang, 2007).

Pariwisata Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Pariwisata adalah berbagai kegiatan pariwisata 
dan didukung oleh berbagai fasilitas dan 
layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pebisnis, pemerintah, dan pemerintah daerah. 
Letmorish dan Jenkins (1997) menggambarkan 
pariwisata sebagai kegiatan yang melintasi 
sektor konvensional dalam perekonomian. Ini 
membutuhkan input yang bersifat ekonomi, 
sosial, budaya dan lingkungan. Dalam hal ini 
sering digambarkan sebagai keragaman (Lickorish 
& Jenkins, 1997. Seperti juga dijelaskan oleh 
Goeldner dan Ritchie (2012) yang mengatakan 
bahwa pariwisata adalah kombinasi dari berbagai 
kegiatan, layanan, dan industri yang memberikan 
pengalaman perjalanan: transportasi, akomodasi, 
akomodasi, akomodasi, Tempat Makan dan 
Minuman, Toko, Hiburan, Fasilitas Aktivitas, 
dan Layanan Perhotelan Lainnya tersedia untuk 
individu atau kelompok yang bepergian jauh dari 
rumah.

Seiring dengan pertumbuhan kegiatan 
pariwisata, industri pariwisata telah berkembang 
pesat selama beberapa dekade terakhir, yang 
mencerminkan perkembangan perkembangan 
pengakuan pariwisata sebagai salah satu kekuatan 
ekonomi, sosial dan lingkungan yang paling 
signifikan di rumah dan di luar negeri (Hudson, 
2008). Banyak negara saat ini bersaing untuk 
membuat inovasi dan mendiversifikasi bisnis 
mereka dari pariwisata, pariwisata halal, misalnya, 
untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan 
pariwisata berdasarkan gaya hidup wisatawan 
Muslim dari berbagai negara, sehingga mereka 
menyediakan produk dan layanan pariwisata yang 
sesuai dengan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam 
(Mohsin et al., 2016).

Mengintegrasikan dan menggabungkan 
istilah “halal” dalam membentuk “pariwisata 

halal” tidak dapat dipisahkan dari istilah “halal” 
itu sendiri. Kata ḥalāl berasal dari arab etimologis 
yang berarti diizinkan, diizinkan, legal dan legal. 
Istilah ḥAlāl berarti diizinkan sesuai dengan ajaran 
Islam (Syariah). Halal juga merupakan salah 
satu dari lima tindakan al-Ahkām al-Khamsah 
yang mengkategorikan moralitas tindakan 
manusia dalam Islam, lawan atau kebalikan dari 
halal adalah haram (terlarang) (al-Qaradawi, 
2013). ḤAlāl dalam Alquran biasanya digunakan 
sehubungan dengan apa yang dimungkinkan 
oleh kemauan dan perintah Allah, dan, sejauh 
itu, membawa kemurnian tingkat yang lebih 
tinggi daripada label hukum Jā’iz dan Mubāḥ 
(Kamali, 2011). Menurut Islam setiap Muslim 
berkewajiban hanya mengkonsumsi apa yang 
halal dan menghindari apa yang dilarang oleh 
Allah SWT. Karena memakan halal, suci dan baik 
(Thayyib) adalah komando agama dan hukum 
adalah wajib (Amin, 2011).

Berdasarkan uraian ini, pariwisata Islam 
didefinisikan sebagai pariwisata yang sesuai 
dengan Islam, yang melibatkan orang-orang 
Muslim yang tertarik untuk mempertahankan 
kebiasaan agama pribadi mereka saat bepergian. 
Definisi ini tidak terbatas pada perjalanan untuk 
keperluan agama dan tidak secara eksklusif 
melakukan perjalanan ke atau di dalam negara-
negara Muslim (Carboni et al., 2014). Definisi 
pariwisata halal mengacu pada objek wisata 
atau tujuan dan tindakan yang diizinkan sesuai 
dengan ajaran Islam untuk digunakan atau terlibat 
oleh umat Islam di industri pariwisata (Battour 
& Ismail, 2016). Pariwisata halal adalah bentuk 
pariwisata agama yang mewakili kepatuhan dan 
kepatuhan terhadap ajaran Islam, menawarkan 
tujuan yang menyediakan produk dan layanan 
halal yang cocok untuk wisatawan Muslim. 
Pariwisata halal memberikan pilihan alternatif bagi 
wisatawan Muslim karena meyakinkan mereka 
bahwa masalah dan hal-hal yang berkaitan 
dengan kepatuhan terhadap hukum Syariah harus 
dipertahankan. Ini, dalam arti memberi mereka 
ketenangan pikiran ketika mereka bepergian, 
sebagai pengganti pariwisata konvensional (Bon & 
Hussain, 2010), di mana wisatawan Muslim harus 
secara aktif mencari produk dan layanan berbasis 
halal atau menghindari hal-hal tertentu untuk 
memenuhi persyaratan halal. (Isa et al., 2018).

Secara teoritis, literatur tentang pariwisata 
jarang menyentuh atribut agama, terutama ketika 
berbicara tentang atribut Islam (Battor et al., 
2011). Karena orang lebih akrab dengan istilah 
pariwisata konvensional daripada pariwisata halal. 
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Ada dua pendekatan untuk memahami konsep 
pariwisata agama berdasarkan perspektif dan 
tujuan pariwisata atau perjalanan.

Bepergian sangat direkomendasikan oleh 
Alquran. Allah meminta manusia untuk melakukan 
perjalanan melalui bumi untuk mengambil 
pelajaran dari ciptaannya yang ia tawarkan kepada 
manusia dalam belas kasihannya (Alquran Surat 
al-’ankabut (29): 20) yang berarti: Katakan: 
“WAKTU) Bumi, lalu Pertimbangkan bagaimana 
Allah menciptakan (manusia) dari awalnya, 
maka Allah membuatnya sekali lagi. “ Tentunya 
Allah memiliki kekuatan atas semua hal. Ayat ini 
menunjukkan fakta yang mapan bahwa agama 
memiliki pengaruh pada kegiatan sehari-hari 
umat Islam, baik di rumah atau bepergian atau 
bepergian, dan dengan demikian akan membentuk 
pilihan terhadap tujuan yang baik dan bijaksana. 
Islam mengakui hak orang untuk pindah dari satu 
tempat ke tempat lain dan mendorong perjalanan 
ke tujuan yang berguna termasuk haji dan umrah, 
ziarah, kesehatan dan kedokteran, pendidikan, 
bisnis, perdagangan, hiburan, dan kesenangan. 
Namun, kata-kata seperti “kesenangan” dan 
“hiburan” harus ditafsirkan dengan hati-hati 
karena umat Islam diizinkan untuk mencari 
kesenangan dan hiburan hanya dengan cara yang 
sah atau tidak melebihi peraturan dan kewajiban 
syariah Islam. Oleh karena itu, dalam konteks 
ini, kebijakan pariwisata, tujuan pengembangan 
dan manajemen dan operasi industri pariwisata 
sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam 
(Sanad et al., 2010).

Pariwisata Islam sebagai konsep yang telah 
digunakan dengan berbagai syarat dan konotasi 
dalam teori dan praktik pariwisata. Pariwisata halal 
(pariwisata halal), perjalanan halal (perjalanan 
halal), pariwisata Islam dan pariwisata yang 
ramah Muslim (pariwisata ramah Muslim) adalah 
istilah yang paling umum, yang digunakan sebagai 
alternatif. Selain itu, ada sejumlah istilah terkait 
seperti “keramahan halal”, “hotel yang sesuai 
dengan syariah”, “perjalanan yang ramah halal” 
dan sebagai tujuan yang ramah terhadap Muslim 
yang menyinggung layanan di sektor ini (Sesric, 
2018: 3) .

Pentingnya Fatwa DSN-MUI dan Peraturan 
Daerah Pariwisata Halal

Saat ini penerapan konsep halal dalam 
kegiatan pariwisata telah menjadi kebutuhan 
bagi orang-orang di Indonesia. Ini dibuktikan 
dengan banyak permintaan untuk pariwisata 
halal, ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung 

yang bepergian ke tujuan yang sudah memiliki 
merek halal. Selain NTB dan Aceh, Sumatera 
Utara adalah salah satu provinsi yang kini telah 
mengembangkan konsep pariwisata halal. 
Beberapa tempat wisata sekarang mulai dicoba 
dalam penerapan konsep pariwisata halal 
(Pradesyah & Khairunnisa, 2018). Pariwisata halal 
adalah kegiatan pariwisata yang menekankan 
bahan dan metode penanganan halal berdasarkan 
syariah (Cholis et al., 2019). Prinsip Syariah yang 
diterapkan dalam pariwisata berasal dari dua 
sumber utama yaitu Quran dan As-Sunnah serta 
dua sumber sekunder yaitu ijtihad melalui Ulama 
Fatwa yang dipromosikan oleh Dewan Ulama 
(MUI) Indonesia dan Perda yang dikeluarkan oleh 
masing-masing pemerintah daerah (Setiyanto, 
2018).

Dalam hal ini Dewan Ulama Indonesia (MUI) 
telah mengeluarkan fatwa pada implementasi pa-
riwisata berdasarkan prinsip syariah Nomor: 108 
/ DSN-MUI / IX / 2016. Fatwa berisi implementasi 
pariwisata yang sesuai dengan syariah termasuk, 
di antara Hal-hal lain, wisatawan, agen perjalanan, 
pariwisata pengusaha, hotel, pemandu wisata dan 
terapis. Pemerintah Daerah NTB juga memiliki 
Nomor Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat. 2 
ta hun 2016 tentang pariwisata halal (Fateh, 2018). 
Fatwa dan peraturan daerah ini juga menjawab 
fenomena pariwisata halal yang menjadi tren 
di Indonesia dan internasional. Sehingga fatwa 
dan peraturan daerah ini menjadi kebutuhan 
bagi semua pemangku kepentingan pariwisata 
halal dalam mengatur kegiatan pariwisata sesuai 
dengan prinsip syariah.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga 
yang memiliki tugas memberikan fatwa tentang 
masalah yang menjadi kebutuhan publik yang 
strategis. Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh 
Komisi Fatwa memiliki pengaruh yang sa ngat 
luas karena MUI menjadi lembaga yang meng-
akomodasi se mua or ganisasi sosial, termasuk 
komunitas Nahdla tul Ulama (NU) dan mayoritas 
Muhammadiyah di Indonesia (Ma’mur, 2018). 
Fatwa memiliki peran penting bagi masyarakat 
di Indonesia, terutama Muslim. Mayoritas 
Muslim membutuhkan jawaban hukum selektif 
dan kontekstual untuk kegiatan pariwisata 
berdasarkan prinsip syariah.

Keberadaan Fatwa MUI dilihat dari aspek 
sosial, dianggap sangat penting (mendesak) di te-
ngah-tengah realitas pluralitas masyarakat Islam 
Indonesia. Peran MUI Fatwa sangat diinginkan 
untuk menyatukan masyarakat yang beragam 
ini. Sejalan dengan fungsinya dan perannya 
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sebagai intelektual, MUI membawa mandat besar 
untuk dapat mengakomodasi kemampuan atau 
kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri untuk 
kepentingan masyarakat pada umumnya dan 
Muslim pada khususnya (Johar, 2019). Meskipun 
keberadaan MUI disebutkan dalam berbagai 
produk hukum seperti Undang-Undang Jaminan 
Produk Halal, MUI masih bersikeras bahwa 
mereka adalah organisasi non-pemerintah di luar 
pemerintah (Abdillah & Novianto, 2019). Sebagai 
lembaga Islam dan organisasi non-pemerintah 
di Indonesia, MUI selalu independen (Habibaty, 
2017). Selain menerbitkan dan menetapkan 
fatwa (Wahyudi & Fajar, 2018), Dewan Ulama 
Indonesia (MUI) juga membimbing Muslim dan 
Pemerintah. MUI memiliki pengaruh dan otoritas 
hukum fatwa-nya, telah memberikan peran dan 
otoritas kelembagaan baru dalam banyak hal, 
seperti hal-hal sertifikasi halal, keuangan Islam, 
dan ziarah (Lindsey, 2012).

MUI memiliki misi Khidmatul Ummah sebagai 
aspek layanan; Himayatul Ummah, melindungi 
umat dari praktik kehidupan Ummah yang dilarang 
dalam Islam. Termasuk melindungi orang dari 
mengkonsumsi produk yang tidak jelas halal. 
Juga, sebagai Shodiqul Hukumah atau mitra 
pemerintah yang membantu membimbing atau 

mengarahkan pemerintah sehubungan dengan 
aspek-aspek sosial agama dalam kehidupan 
bangsa dan negara bagian (Amin, 2018). Dalam 
melaksanakan misinya Dewan Ulama Indonesia 
(MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional 
(DSN) yang ditugaskan untuk mengawasi dan 
mengarahkan lembaga keuangan dan lembaga 
bisnis Islam untuk mendorong penerapan ajaran-
ajaran Islam dalam kegiatan keuangan dan 
ekonomi. DSN dibentuk melalui Surat Keputusan 
Dewan Kepemimpinan MUI tentang pembentukan 
Nomor Dewan Syariah Nasional (DSN). KEP-754 
/ MUI / II / 99 (FATEH, 2018).

Secara umum, urgensi peraturan pariwisata 
halal tentang pariwisata halal adalah untuk 
melindungi umat Islam dan masyarakat Indonesia 
sehingga perilaku mereka dipertahankan dan 
sesuai dengan aturan hukum Islam saat bepergian 
atau melaksanakan kegiatan pariwisata. Ini 
sejalan dengan tujuan Dewan Ulama Indonesia 
dan peraturan daerah, yaitu untuk menciptakan 
masyarakat yang aman dan harmonis sesuai 
dengan prinsip-prinsip Syariah (Halal) dan dasar 
Negara Indonesia (Pancasila).

Tabel 1: Indikator Pariwisata Syariah (Pariwisata Halal) Menurut DSN-MUI
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Indikator pariwisata syariah atau halal 
menurut DSN-MUI dan regulasi regional

Kebutuhan dan tuntutan wisatawan Muslim 
untuk pariwisata halal secara keseluruhan 
harus ditangkap sebagai kebutuhan halal yang 
berakar pada gaya hidup Muslim (Islam & 
Kärkkäinen, 2013). Karena inti dari wisata syariah 
(pariwisata halal) memahami arti syariah dan 
implementasinya dalam semua aspek kegiatan 
pariwisata mulai dari fasilitas penginapan, fasilitas 
transportasi, fasilitas, makanan dan minuman, 
sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia 
layanan pariwisata diri mereka sendiri (Priyadi, 
2016). Berikut ini adalah indikator pariwisata 
syariah (pariwisata halal) yang diekstraksi dari 
fatwa Dewan Badan Syariah Nasional Nasional 
Indonesia: 108 / DSN-MUI / X / 2016 tentang 
pedoman untuk mengatur pariwisata berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah.

 Secara garis besar, pada dasarnya indikator 
pariwisata halal sesuai dengan Nomor Fatwa DSN-
MUI:   108 / DSN-MUI / X / 2016 tentang Pedoman 
untuk mengatur pariwisata berdasarkan prinsip 
syariah tidak jauh berbeda atau kontennya hampir 
sama dengan Nusa Tenggara Barat Regional 
Peraturan Nomor 2 2016 tentang pariwisata halal. 
Misalnya dalam peraturan yang diatur, pengelolaan 
tujuan pariwisata halal harus membangun fasilitas 
publik untuk mendukung kenyamanan kegiatan 
pariwisata halal. Penyedia makanan dan minuman 
bersertifikat halal berkewajiban untuk menjamin 
halal makanan / minuman yang dilayani, mulai 
dari pasokan bahan baku hingga proses presentasi 
sebagaimana dibuktikan oleh “Sertifikat Halal” 
(Adinugraha, 2018). Setiap wirausahawan spa, 

sauna, dan pijat halal wajib menggunakan produk 
“Logo Halal Resmi”. Setiap pariwisata pariwisata 
Bureau Manajer berkewajiban untuk mengatur 
paket perjalanan yang sesuai dengan kriteria 
pariwisata halal berdasarkan prosedur operasi 
standar (SOP) yang merujuk pada ketentuan 
DSN-MUI.

Dalam Fatwa DSN MUI menggunakan istilah 
“pariwisata syariah” sedangkan konten di Perda 
menggunakan istilah “pariwisata halal”. Peraturan 
Regional juga menyatakan bahwa industri 
pariwisata halal adalah bisnis pariwisata yang 
menjual layanan pariwisata dan produk yang 
didasarkan pada prinsip syariah sebagaimana 
diatur oleh DSN-MUI. Pariwisata halal juga 
didefinisikan sebagai kegiatan kunjungan 
wisatawan dengan tujuan pariwisata dan industri 
yang menyiapkan produk pariwisata, layanan, 
dan fasilitas manajemen yang sesuai dengan 
syariah. Tujuan dari standar syariah adalah 
untuk mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI. 
Selain transparansi, akuntabilitas dan keadilan 
dalam mengimplementasikan pariwisata halal 
harus berbasis partisipatif. Oleh karena itu 
pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata ha-
lal termasuk memperkuat kesadaran publik; dan 
meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat 
dalam manajemen bisnis; dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat.
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Kesimpulan
Indonesia sebagai negara multi-budaya dan 

multi-etnis, tentu saja ada masalah baru yang 
terus muncul di mana hukum tidak ditemukan baik 
dalam Al-Quran atau Hadits, seperti munculnya 
fenomena permintaan publik untuk pariwisata 
Indonesia. Dalam mengatasi dan menjawab 
masalah kehidupan sosial dan ekonomi tanpa 
batas ini, Islam telah memberikan legalitas kepada 
rakyatnya untuk melakukan Ijtihad melalui MUI 
dan pemerintah daerah dengan menerbitkan dan 
menetapkan fatwa dan peraturan. Yaitu fatwa 
pada implementasi pariwisata berdasarkan prinsip 
syariah Nomor: 108 / DSN-MUI / IX / 2016 dan 
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 
tahun 2016 tentang pariwisata halal. Posisi Fatwa 
untuk Muslim menempati posisi yang sangat 
penting dan digunakan sebagai referensi, karena 
fatwa dibuat dan dikeluarkan oleh orang-orang 
yang memiliki wewenang di bidang agama. Ini 
sama pentingnya dengan posisi peraturan daerah 
yang dibuat untuk melakukan konstitusi tahun 
1945 dan mungkin tidak bertentangan dengan 
peraturan yang ada di atasnya, sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
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